BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /35 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang
bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional
Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran program sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Bantuan
Operasional Sekolah Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

p—

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756};

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah  Nomor 48 Tahun 2008  tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6676);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Q1 Tahun
2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor
11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di
Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2020 Nomor 14);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2022 Nomor 07},

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut:

a.

melakukan verifikasi dan validasi data Satuan
Pendidikan sesuai kewenangan yang di input pada
Dapodik sesuai dengan kondisi riil;

melatih, membimbing dan mendorong Satuan
Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan
memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam
Dapodik;

membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan
sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan
untuk melakukan pendataan secara mandiri;

melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan
pengelolaan dana kepada  Satuan  Pendidikan  sesuai
kewenangan dan dapat melibatkan Pengawas
Sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;

memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai
kewenangan untuk melakukan penatausahaan

penggunaan dana melalui aplikasi rencana  kegiatan
dan Anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan
Kementerian;

melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana
pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan,;

memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat dengan menyediakan saluran informasi
khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);



KETIGA

KEEMPAT

memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan
Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung
jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;

memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan
menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi

diri Satuan Pendidikan;

memastikan semua Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
(RKAS) Satuan Pendidikan telah
disusun sesual dengan tahapan perencanaan dan
penganggaran Dana BOS;

memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan  sesuai
kewenangan telah di input dalam  sistem aplikasi
Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan  Pendidikan
yang disediakan Kementerian; dan

memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai
dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban
Dana BOS.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2022,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Narg? 2022

TBUPATI TABALONG, },

{ ANANG SYAKHFIANI A

Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Prov. Kalsel di Banjarbaru.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ /35 /2022
TANGGAL 29

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

e 2022

NO JABATAN DALAM JABATAN DALAM KET
DINAS TIM
1. | Bupati Tabalong Pembina/Pengarah
2. | Wakil Bupati Tabalong Ketua
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Wakil Ketua
4. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penanggung Jawab
Tabalong
5. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Sekretaris
Daerah Kabupaten Tabalong
6. | a. Tim Pelaksana
- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua

Kabupaten Tabalong

- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong

- Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong

- Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD
Kabupaten Tabalong

- Kepala Sub Bagian Keuangan Pertama pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong

Pengelola BOS SD

Pengelola BOS SMP

Anggota

Anggota

b. Verifikasi RKAS, SPJ, Entry Data Anggaran dan

SP3B

- Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik
Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

- Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Bidang Pembinaan SMP pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong

- Analis Kebijakan Bidang Pembinaan SD pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong

- Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong

- Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong

- Staf Bidang Pembinaan SD pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong 3 (tiga) Orang

- Staf Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang

Koordinator

Koordinator

Koordinator

Koordinator
Koordinator

Anggota

Anggota




- Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Anggota
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tabalong 2 (dua) Orang
- Staf Sub Bagian Keuangan 2 {dua) Orang Anggota
c. Pelayanan dan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
-  Pengawas SMP Koordinator
- Pengawas SD Koordinator

T BUPATI TABALONG, %
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